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TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD

A. Pengertian Akad
Menurut M. Ali Hasanakad berasal dari Bahasa Arab adalai)

yang berarti "Perkataan, Perjanjian dan Permufakat®ertalian ijab
(pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehersyaki'at yang
berpengaruh pada obyek perikatan.

Menurut Abdul Aziz Dahlan,Akad adalah &'gada-‘agd adalah
perikatan perjanjian dan permufakataalttifaq), pertalianijab (pernyataan
melakukan ikatan) dagabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan
kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyekatarik

Menurut Rachmad Syafi’hkadadalah perikatan atau perjanjian. Dari

segi etimologiAkadadalah:

R e

s (220 bl i L

Artinya: “lkatan antara dua perkara, baik ikatan secara tga
maupun ikatan secara maknawi dari satu segi maupun

dari dua segi”®

Menurut Az Zarqo dalam pandangan syara’ suatu akadupakan
ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua atharbpa pihak yang sama-

sama berkeinginan untuk mengikatkan diri.

! M. Ali Hasan,Berbagai macam Transaksi Dalam Islam (Figh Muampldakarta:
PT. Raja Grafindo Persada, 2003, him. 101

2 Abdul Aziz Dahlan,Ensiklopedi Hukum Islanililid 5, Jakarta: PT. Ictiar Baru Van
Hoeve, 1996, him. 63

¥ Rachmad Syafi'iFigih Muamlah,Bandung: Gema Insani, 2000, him. 43
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Menurut T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy akad menurut bahfsghah

adalah:

GabiS e ey 3= Y0 AT diyy il B aa sagt L)
8)>g

Artinya: “Akad adalah al-rabth (ikatan), yaitu menyambungkkma
ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yasmg |
sampai bersambung, sehingga keduanya menjadi satu
bagiart.>

Menurut Hendi Suhendi pengertian akad menurut ahsmpunyai
beberapa arti antara lain:
a. Mengikat () yaitu ikatan; seperti pendapat Hasbi Ash-Shidgieq
diatas’
b. Sambungansfe)yaitu:
Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan
mengikatnya’
c. Janji (2¢)') sebagaimana di jelaskan dalam al Qur'an :
{76p ot S4 4 36 By eadn 33l 15 s
Artinya: “Ya, siapa saja yang menepati janjinya dan takut
kepada Allah, sesungguhnya Allah mengasihi orang-
orang yang bertaqwa’(QS. Ali Imron: 76

Sedangkan definisi akad menurut ulama figih, yakenurut ulama

Madzab Hanafi, terdapat dua pendapartama,didasarkan pada dalil giyas

* Gemala Dewi dan WidyaningsitHukum Perikatan Islam di Indonesidakarta:

Prenada Media Grop, 200&Am. 48
® Hasbi Ash ShiddieqyPengantar Figih MuamalahSemarang: PT. Pustaka Rizki

Putra, 2001, him. 26
® Hendi SuhendiFigih Muamalah Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, him. 44

" Hasbi Ash ShiddieqyPengantar Figih MuamalgHog.cit,
8 Hendi Suhendipog.cit,
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(analogi). Akad ini tidak sah karena obyek yangetlibelum ada, oleh sebab
itu akad ini termasuk dalaal bay al ma’dunijual beli terhadap sesuatu yang
tidak ada) yang dilarang Rasululladkedua, madzab Hanafi membolehkan
akad ini didasarkan kepada dalitihsan (berpaling dari kehendakjiyas
karena ada indikasi yang kuat yang membuat pegalinini) dengan
meninggalkan kaidafiyas Ulama Madzab Syafi’i juga berpendapat sebagian
mereka berpegang dengan kaid@as sehingga mereka berpendapat bahwa
akad ini tidak boleh karena bertentangan dengasabkimum yang berlaku
yaitu obyek yang ditransaksikan itu harus nyata.
1. Tujuan Akad
Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahviapsetang
yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat d&s Ineenentukan
pilihan (tidak dipaksa) pasti mempunyai tujuan dett yang
mendorongnya melakukan perbuatan. Oleh karenaniaka tujuan akad
memperoleh tempat penting untuk menentukan apakattu sakad
dipandang sah atau tidak, dipandang halal ataurhara
Yang dimaksud dengan tujuan akad adalah maksud autam
disyari'atkan akad’ Tujuan akad ini harus benar dan sesuai dengan
ketentuan syara’. Tujuan akad dipandang sah danpomeyai akibat-

akibat hukum diperlukan adanya syarat tujuan selssgekut:

° Abdul Aziz Dahlanpp. cit,him. 779
19 Rachmat Syafe’ipp.cit, him. 61.
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a. Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah atds pihak-
pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakgant hendaknya
baru ada pada saat akad diadakan.

b. Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhipgfaksanaan
akad.

c. Tujuan akad harus dibenarkan oleh sydra'.

Berdasarkan pada pernyataan syarat tujuan akad tgatega di
atas, sudah jelas dan diakui oleh syara’ akan itetagtu tujuan erat
kaitannya dengan berbagai bentuk aktivitas yangkdkan. Contohnya
dalam hal jual beli tujuannya untuk memindahkan mmakk penjual
kepada pembeli.

2. Dasar Hukum Akad
a. Dasar Hukum Al-Qur'an
QS. Al-Maidah: 1
§Lp syl 1isf T 0 et
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman penuhi lah akad
(perjanjian dan perikatan) diantara kamu'{QS. Al-
Maidah: 1)*

b. Landasan Hadits

Jos 1B ¢ bl S Ll 1 OT W il e
ape g JSy ok Jor )

Artinya: “Dari Rifa'ah bin Rafi’ bahwasannya Nabi SAW, dijan
Apakah pencaharian yang paling baik? Jawabnya:

1 Ahmad Azhar BasyirAsas-Asas Hukum Muamalatogyakarta: Bag Penerbit Fak
Hukum Ull, 2000, him. 99-100

12 Departemen Agama Republik IndonesikQur'an dan TerjemahnyaBandung: CV.
Diponegoro, 2002, him. 84
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pekerjaannya seseorang dengan tangannya sendiri dan
tiap-tiap jual beli yang mabrur™*?

3. Asas-AsasAkad
Dalam hukum Islam ada beberapa asas yang sangaigpgang
terdapat di dalam akad jual beli, yaitu:
a. AsasAl-Ridha'iyyah(Konsensualisme)

Asas ini menekankan adanya kesempatan yang samadrag
pihak untuk menyatakan keinginannyavillsverklaaring) dalam
mengadakan transaksi. Dalam hukum Islam, suatu &kad lahir
setelah dilaksanakan ijab dan kabul. ljab adalahya¢aan kehendak
penawaran, sedangkan kabul adalah pernyataan kehpederimaan.
Dalam hal ini diperlukan kejelasan pernyataan kdhkndan harus
adanya kesesuaian antara penawaran dan penerimaan.

Selain itu harus ada komunikasi antara para pihakgy
bertransaksi, dan segala transaksi yang dilakukamshatas dasar suka
sama suka atau kerelaan antara masing-masing pitiak,boleh ada
tekanan, paksaan, penipuan dais-statement’

Mengenai kerelaan céncent ini, harus terwujud dengan
adanya kebebasan berkehendak dari masing-masingk pyang
bersangkutan dalam transaksi tersebut. Pada asatha'iyyah ini,
kebebasan berkehendak dari para pihak harus sdip&rhatikan.

Pelanggaran terhadap kebebasan kehendak itu bardldak dapat

13 |smail Al-Kahlani,Subul al-Salamjuz. 3, Semarang : Toha Putra, t.th., him. 4
4 Gemala Dewi dan Widyaningsibp.cit him. 36
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dibenarkannya akad tersebut. Misalnya, seseorapgksh menjual
rumah kediamannya, padahal ia masih ingin memilikidan tidak ada
hal yang mengharuskan ia menjual dengan kekuatimhulual beli
yang terjadi dengan cara paksaan tersebut dipantdag sah
Contoh lain, dalam kasus jual beli di mana sesepna@mbeli sesuatu
barang dengan sistem pembayaran di belakang (jekl dengan
utang), namun kemudian penjual mensyaratkan adpalsbihan di
luar utangnya®
b. AsasAl-Musawah(Persamaan Hukum)

Asas ini menempatkan para pihak di dalam persardesajat,
tidak membeda-bedakan walaupun ada perbedaan Hkaditgsa,
kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. ASaleipangkal dari
kesetaraan kedudukan para pihak yang bertransaisibila ada
kondisi yang menimbulkan ketidakseimbangan ataid&ketetaraan,
maka UU dapat mengatur batasan hak dan kewajibaméturuskan
kedudukan para pihak melalui pengaturan klausukndakad. Dalam
hukum Islam, apabila salah satu pihak memiliki kelban (Safih)
maka boleh diwakilkan oleh pengampunya atau orargy \ahli atau
memiliki kemampuan dalam pemahaman permasalahpertseotaris
atau akuntan’

c. AsasAl-Adalah(Keadilan)

> Ahmad Azhar Basyimp.cit, him. 116.
'®Ipbid, him. 117
7 bid,



d.

25

Perkataan adil adalah termasuk kata yang palingyakan
disebut dalam Al-Qur'an, Adil adalah salah satatsifuhan dan Al-
Qur'an menekankan agar manusia menjadikannya sedaghmoral.
Pada pelaksanaannya, asas ini menuntut para pitlag lperakad
untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendakkdadaan,
memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, danenem semua
kewajibannya?®

Asas keadilan ini juga berarti bahwa segala bemtaksaksi
yang mengundang unsur penindasan tidak dibenarkfisalnya,
dalam utang piutang dengan tanggungan barang. Uuatolah utang
yang jauh lebih kecil daripada harga barang tanggunya diadakan
ketentuan jika dalam jangka waktu tertentu utadgktidibayar, barang
tanggungan menjadi lebur, menjadi milik yang begig. Contoh
lain, berjual beli barang jauh di bawah harga mktaena penjualnya
amat memerlukan uang untuk menutup kebutuhan hydog primer.
Demikian pula sebaliknya, menjual barang di atasgdayang
semestinya karena pembelinya amat memerlukan batangntuk
memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer. Kesemamsaksi ini
bertentangan dengan asas keadidwadalal).
AsasAsh-ShidqKejujuran dan Kebenaran)

Kejujuran adalah satu nilai etika mendasar daldamisislam

adalah nama lain dari kebenaran. Allah berbicarmabedan

'8 Gemala Dewi dan Widyaningsibp.cit him. 33
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memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segalgan dan
perkataan. Islam dengan tegas melarang kebohonganpeénipuan
dalam bentuk apapun. Nilai kebenaran ini memberpamgaruh pada
pihak-pihak yang melakukan perjanjian (akad) urtidkk berdusta,
menipu dan melakukan pemalsuan. Pada saat adatakdijalankan,
maka akan merusak legalitas akad yang dibuat. Dianpghak yang
merasa dirugikan karena pada saat perjanjian (akiéaRukan pihak
lainnya tidak mendasarkan pada asas ini, dalam Ineerigan proses

perjanjian tersebut.

. Asas Manfaat

Asas ini memperingatkan bahwa sesuatu bentuk kansa
dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan aatandan
menghindari madharat dalam hidup masyarakat. Daaatu akad,
objek dari apa yang diakadkan pada tiap akad y&aupakian haruslah
mengandung manfaat bagi kedua pihak. Dalam peageamanfaat di
sini jelas dikaitkan dengan ketentuan mengenai &éemda yang
nilainya dipandang dari pandangan hukum Islam. nisla
mengharamkan akad yang berkenaan dengan hal-hgl lyarsifat
mudharat seperti jual beli benda-benda yang tigaknanfaat apalagi
yang membahayakan. Barang-barang yang jelas-jeldarardy
(diharamkan) dalam hukum Islam tidaklah dipandagmgnanfaat sama
sekali. Mengenai penggunaan barang najis sebaggk odkad,

tergantung penggunaannya, misalnya menjual kotbir@atang untuk
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pupuk dibolehkan. Dari asas ini juga dapat disitkg@ulbahwa segala
bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakiak t
dibenarkan. Misalnya, berdagang narkotika dan gaggudian, dan
prostitusi.

f. Asasal-Ta'awun(Saling Menguntungkan)

Setiap akad yang dilakukan haruslah bersifat satimgng
untungkan semua pihak yang berakad. Dalam kaitagagte hal ini
suatu akad juga harus memperhatikan kebersamaarasamtanggung
jawab terhadap sesama merupakan kewajiban setigtimnmuRasa
tanggung jawab ini tentu lahir dari sifat salingny&yangi mencintai,
saling membantu dan merasa mementingkan kebersamiuk
mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkaparakat
yang beriman, takwa dan harmonis.

g. AsasAl-Kitabah (Tertulis)

Prinsip lain yang tidak kalah pentingnya dalam rekan
akad yaitu agar akad yang dilakukan benar-benaadaerdalam
kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad, aleda itu harus
dilakukan dengan melakukddatabah (penulisan perjanjian, terutama
transaksi dalam bentuk kredit). Di samping ituguperlukan adanya
saksi-saksi gyahadaly seperti padaahn (gadai), atau untuk kasus

tertentu dan prinsip tanggung jawab individu.

Y Ibid,
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4. Rukun dan Syarat Akad
a. Rukun Akad

Dalam buku Muhammad Amin Suma dijelaskan: rukurapAr
rukn), jamaknya arkan, secara harfiah antara lain berarti tiang,
penopang dan sandaran, kekuatan, perkara besaanbagsur dan
elemen. Sedangkan syarat (Arayarth jamaknyasyara'ith secara
literal berarti pertanda, indikasi dan memastikBalam istilah para
ahli hukum Islam, rukun diartikan dengan sesuatngygerbentuk
(menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadagnmengingat
eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) idisebukan karena
tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subyek (pgl@emarti menjadi
unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bigfi, dan yang
disifati (al-maushuf menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).
Adapun syarat, menurut terminologi para fugaha rsepe
diformulasikan Muhammad Al-Khudlari Bek, (sepertang dikutib
Muhammad Amin Suma), ialah: "Sesuatu yang ketida&adya
mengharuskan (mengakibatkan) tidak adanya hukuseitdiri." Yang
demikian itu terjadi, kata Al-Khudlari, karena hikim dari ketiadaan
syarat itu berakibat pula meniadakan hikmah hukuau ssebab
hukum?°

Dalam syari‘ah, rukun dan syarat sama-sama mersanisegh

atau tidaknya suatu transaksi. Secara definisiurruidalah "suatu

% Muhammad Amin SumaHukum Keluarga Islam di Dunia Islamlakarta: Raja
Grafindo Persada, 2004, him. 95
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unsur yang merupakan bagian tak terpisahkan daitusperbuatan
atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknyagiarbtersebut
dan ada atau tidak adanya sesuatutu”.

Setelah diketahui bahwa akad merupakan suatu garbyang
sengaja dibuat dua orang atau lebih, berdasarkadhkan masing-
masing, maka timbul bagi kedua belah pihak hak ittgam yang
diwujudkan oleh aka& Adapun rukun-rukun akad adalah sebagai
berikut:

1) ‘Aqid ialah orang yang berakad dan terlibat langsunmpaie
akad, misalnya: penjual dan pembeli.

2) Sgat ‘agadyakni ijab dan gabul.

3) Mahal al-'Agdataual-Ma'qud ‘alaih

Mahal al-'Aqd atau al-Ma'qud ‘'alaih adalah sesuatu yang
dijadikan obyek akad. Adapun obyek akad ini fugateetapkan lima
syarat yang harus dipenuhi oleh obyek akad.

1) Obyek akad harus ada ketika berlangsung akad.

Berdasarkan syarat ini barang yang tidak ada ketka
tidak sah dijadikan obyek akad. Namun ada perbegaadapat
tentang akad atas barang yang tidak tampak. Ulgmafi$ah dan
Hanafiyah melarang secara mutlak berbagai urusam béarang
yang tidak tampak, kecuali dalam beberapa hal, réeppah

mengupah dan menggarap tanah. Ulama Malikiyah aany

2L Abdul Azis Dahlan, edop.cit, him. 1510
2 Hendi Suhendiop.cit, him. 46
23 Rachmat Syafe’ipp.cit, him. 45.
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menetapkan pada akad yang sifatnya saling menyamahk
mu’awadah dalam urusan harta, sedang yang bersifat tabarru’
mereka tidak mensyaratkannya.

2) Obyek akad harus sesuai dengan ketentuan syara’

3) Dapat diserahterimakan ketika akad berlangsung.

4) Obyek akad harus diketahui oleh pihagid

5) Obyek akad harus su@.

Menurut ulama Hanafiyah rukun akad hanya satu yaigat
akad yang terdiri dari ijab dan gatal.

Pembahasan pada unsur-unsur rukun akad ini bahwa
keseluruhan fugaha sepakat, akan tetapi perbedaaengtak pada
unsur obyek akad yang terdapat pada syarat yamm&eyaitu pada
kesucian obyek akad, ulama Hanafiyah mengatakaniratidak
termasuk ke dalam persyaratan obyek #Rad.

b. Syarat-Syarat Akad

Definisi syarat adalah "sesuatu yang tergantungamgal
keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukwsendiri, yang
ketiadaannya menyebabkan hukum pun tidak ada”.

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas sebeturaay

beberapa konsekuensi hukum dalam macam syarat-@kad, yaitu

**|bid., him. 59-60.

2% |bid, him. 45.

*® |bid., him, 61.

" Gemala Dewi dan Widyaningsibp.cit, him. 50
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syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat men#erdan syarat
keharusatuzum
1) Syarat terjadinya akad
Syarat terjadinya akad segala sesuatu yang dikgarat
untuk terjadinya akad secara syara’, jika tidak srarhi maka
batal, syarat ini ada dua bagiadPertama,umum yakni syarat-
syarat yang harus ada pada setiap akatlua, khusus yakni
syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad,tiakk
disyaratkan pada bagian lainnya.
2) Syarat sah
Syarat sah adalah syarat yang ditetapkan oleh'syaing
berkenaan untuk menerbitkan atau tidak adanya &kibkaim yang
ditimbulkan oleh akad. Jika tidak dipenuhi akadnyanjadi fasid
(rusak). Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarsgseorang
dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodplpaksaan,
pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur kemadadatarsyarat-
syarat jual beli rusaf®
3) Syarat pelaksanaan akad
Dalam pelaksanaan akad ada dua syarat yaitu kekamil
dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yandildiraieh
seseorang sehingga ia bebas untuk beraktifitas ademaga-apa

yang dimilikinya dan sesuai dengan aturan syaralapfin

8 Rachmat Syafe’ipp.cit, him. 64-65



32

kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam h#rtsssuai
dengan ketentuan syarat, baik secara asli, yakakukan oleh
dirinya sendiri maupun sebagai pengganti atau rdenjakil
seseoran§’
4) Syarat kepastian hukulazum

Dasar dalam akad adalah kepastian dan ini suatatsya
yang ditetapkan oleh syara’ berkenaan kepastianakebkad. Di
antaranya syardtuizum dalam jual beli adalah terhindarnya dari
beberapakhiyar jual beli, sepertikhiyar syarat, khiyar 'aib dan
lain-lain *°

Pada pelaksanaan seperti melakukan suatu transakes
berlandaskan pada persyaratan akad, hal ini sedeagan
persyaratan-persyaratan yang tertera pada syaatdadi

Adapun secara umum suatu syarat yang dinyatakan sah
adalah sebagai berikut:
1) Tidak menyalahi hukum syari'ah yang disepakati
2) Harus samaida dan ada pilihan
3) Obyeknya harus jelds.

Begitu pula halnya tentang pembatalan perjanjiaakti

mungkin dilaksanakan, sebab dasar perjanjian adaabpakatan

*Ibid., him. 65

*pid., him. 65-66

31 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubiskum Perjanjian dalam Islandakarta:
Sinar Grafika, 2004, him. 2-3
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kedua belah pihak yang terikat dalam perjanjiasetent, namun

demikian pembatalan perjanjian dapat dilakukan iggnab

1) Jangka waktu perjanjian telah berakhir.

2) Salah satu pihak menyimpang dari apa yang dipé«gamn]

3) Jika ada bukti kelancangan dan bukti penghianatan

(penipuan)
5. Berakhirnya Akad

Berakhirnya akad karena dua hal, yang pertama #&leaidkhir
apabila telah tercapai tujuannya, misalnya dalaah Ipeli akad berakhir
apabila barang telah berpindah milik kepada pendssii harganya telah
menjadi milik penjual. Kedua akad berakhir apalédgadi fasakh atau
berakhir waktunya.

Fasakhterjadi karena sebab-sebab sebagai berikut:

a. Difasakhkarena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan syaegerti
yang disebutkan dalam akad rusak; misalnya jual lieelang yang
tidak memenuhi syarat kejelasan.

b. Karena adanya khiyar; baik khiyar rukyat, cacatral atau majlis.

c. Karena salah satu pihak dengan persetujuan pilakriambatalkan,
fasakhcara ini disebuigalah.

d. Karena kewajiban yang ditimbulkan oleh adanya aidak dipenuhi

oleh pihak-pihak bersangkutan.

32 bid, him. 4
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e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa emenperjangka

waktu tertents>

B. Akad Al-Bai’ (Jual Beli)

1. Pengertian Al-Bai’ (Jual Beli)

Menurut Sayid Sabiq, secara etimologi adalah parauk mutlak.
Kata al-ba’i (jual) dan al-Syira’ (beli) dipergunakan biasanya dalam
pengertian yang sama.

Adapun pengertian jual beli menurut syari'at Islaadalah
pertukaran harta tertentu dengan harta lain berks&eridhaan antara
keduanya. Atau dengan pengertian lain, memindakhiknmilik dengan
hak milik lain berdasarkan persetujuan dan hitungateri®*

Dasar Hukum Al-Bai’ (Jual Beli)
Al-Bagarah ayat 257
gyvol B a5 ad A sy

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamka
riba”. (QS. Al-Bagarah: 278)

Rukun dan Syarat Al-Bai’ (Jual Beli)

Syari'at Islam menghalalkan jual beli, namun deamki
mengadakan pula aturan-aturan yang kokoh yangstdpelihara untuk
menjamin mu’amalah yang baik, maka jual beli itlak lah sempurna

melainkan memenuhi syarat dan rukun jual beli. Rujaal beli yaitu

% Ahmad Azhar BasyirAsas-Asas Hukum Muamaladp.cit him. 85.
% Sayyid SabigFigih SunnahJilid IV (terj), Alih Bahasa Nor Hasanuddin, Jetea Pena

Pundi Aksara, 2006, him. 120-121

% Departemen Agama Republik Indonesial-Quran dan Terjemah,Semarang:

CV.Toha Putra, 1989, him. 69
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adanyaijab dan gabul adanya duaagid yang sama-sama mampu
bertindak atau dua orang yang mewakili untuk itdareyama’qud alaihi
yang dikenal oleh kedua pihak, juga barang yangioeei manfaat yang
tidak diharamkan syard®
Dalam jual beli terdapat beberapa syarat yang meggsahi sah
atau tidaknya akad tersebut. Diantaranya adalatatsyang diperuntukkan
bagi orang yang melaksanakan akad. Syarat yangudipgkan untuk
barang yang akan dibeli. Jika salah satu darimgktada, maka akad jual
beli tersebut tidak sah.
a. Untuk kedua orang yang mengadakan jual beli diketapgbeberapa
Syarat, yaitu:
1) Saling ridha
Jual beli dianggap tidak sah hukumnya jika salab dari
penjual atau pembelinya merasa terpaksa yang bdékm hal
yang benar.
2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang merdeka
Disyaratkan pula agar kedua pihak yang melakukad ak
jual beli adalah orang yang merdeka, mukalaf daveda. Dengan
demikian tidak sah sebuah akad jual beli jika pihgdng
melakukan adalah anak kecil, idiot dan gila. Daoraeg budak

tidak diperbolehkan melakukan jual beli tanpa sedari tuannya.

% Hasbi Ash ShiddieqyFalsafah Hukum IslamSemarang: PT. Pustaka Rizki Putra,
2001, him. 411-412
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3) Ada hak milik penuh

Disyaratkan agar kedua pihak yang melakukan akadheli
adalah orang yang mempunyai hak milik penuh teqhddaang yang
sedang diperjual belikan atau dia mempunyai haltkumtenggantikan
posisi pemilik barang yang asli.

b. Adapun barang yang diperjual belikan juga disyamatkmemiliki
beberapa kriteria, yaitu:

1) Barang yang diperjual belikan adalah barang yamgpaefaat.
2) Barang yang diperjual belikan maupun alat penukaa adalah
sesuatu yang dapat diserahterimakan.

c. Hendaknya barang yang diperjual belikan dan alatuk&rannya
adalah sesuatu yang sudah diketahui oleh keduak piyeng
mengadakan transaksi jual beli. Sebab sesuatu yaag jelas
merupakan sebuah tipudh.

C. Akad Al-Qordh (Utang Piutang)
1. Pengertian Al-Qordh (Utang Piutang)

Istilah Arab yang sering digunakan unruk utang-gogt adalalal-
dain (jamaknyaal-duyur) danal-qordh Dalam pengertian umum, utang-
piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa meaygng dilakukan
secara tidak tunai. Transaksi ini dalam figih dia&anmudayanahatau

tadayun®

37 Saleh Al-FauzarFigih Sehari-Harj Jakarta: Gema Insani, 2006, cet. 1, him. 366-368
% Ghufron A. Mas'adiFigh Muamalah Kontekstualakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2002, cet. 1, him. 169
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Al-gardhusecara bahasa adakdhgath’'u (memotong). Dinamakan
demikian karena pemberi utangqrid memotong sebagian hartanya
dan memberikannya kepada pengutang.

Adapun definisiAl-qardhu secara syara’ adalah memberi harta
kepada orang yang mengambil manfaatnya, lalu oraesebut
mengembalikan gantiny.

2. Dasar Hukum Akad Al-Qordh
$10p 28 55t g 0 et Gas il 25 8 0115 20
Artinya: “Barang siapa mengutangkan (karena Allah) dengan
utang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan
(balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan
memperoleh pahala yang banyafQS. Al-Hadiid: 11°
3. Rukun dan Syarat Akad Al-Qordh
Pada dasarnya pemabayaran tidak kontan atau pemunda
pembayaran termasuk akad utang piutang dimanag@labengan akad
piutang dikatakan sah apabila memenuhi syarat ukumnya yang telah
ditentukan oleh syariat Islam.
Adapun rukun atau unsur dalam utang piutang adséddagai
berikut;
1. Aqgid, yaitu yang terdiri dari kreditur dan debitur (gak dalam utang
piutang).
Bahwa rukun dalam utang piutang yang pertama aduajah

yaitu orang menjalankan akad. Dengan demikian yeridpat utang

piutang di sini adalah debitur dan kreditur, haldapat dilihat pada

% Saleh Al-Fauzamp.cit him. 410-411
40 Departemen Agama Republik IndonegifQuran dan Terjemahnyap.cit. him. 902
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waktu transaksi utang piutang dilaksanakan dan padgitu juga ijab
gabul baru terwujud dengan adanyagid atau orang yang
bersangkutan.

Oleh karena itu perjanjian utang piutang hanyartipag sah
apabila dilaksanakan oleh orang-orang yang memjagkam hak
miliknya dengan syarat baligh dan berakal s&hat.

2. Ma qul Alaihi, yaitu yang dijadikan obyek dalam utang piutang.

Ma'qul alaihi adalah merupakan obyek atau barang yang
diutangkan oleh sebab itu dalam utang piutang hadasbarangnya
yang menjadi sasarannya dalam utang piutang.

Perjanjian utang piutang baru terlaksana setelasakgiertama
menyerahkan piutangnya kepada pihak kedua, dak p#dua telah
menerimanya. Dengan akibat apabila harta piutasgkruatau hilang
setelah perjanjian terjadi tetapi belum diterimaagi kedua maka
resikonya ditanggung pihak pertama seridiri.

Dalam utang piutang menjadi sah maka barang ygadikin
obyek dalam utang piutang harus memenuhi bebeyapats/aitu;

a. Merupakan benda yang bernilai yang mempunyai pexaandan
penggunaannya mengakibatkan musnahnya benda te(sting)
b. Dapat dimiliki

c. Dapat diserahkan kepada pihak yang berutang

“1 Ahmad Azzhar BasyitHukum Islam Tentang Utang Piutang, Gadaandung: PT Al-
Ma arif, 1983, him. 38
2 | bid
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d. Telah ada pada waktu perjanjian di lakuRan.
3. Sighatakad yaitu terdiri dari ljab dan gabtit.

Yang dimaksud dengan sighat adalah dengan caraniewm
ijab dan gabul yang merupakan rukun-rukun akadadakan’>

ljab adalah pernyataan pihak pertama mengenaieiskgian
yang diinginkan, sedangkan gabul adalah pernyamhak kedua
untuk menerimany® Misalnya; dalam akad utang piutang pihak
pertama menyatakan “aku pinjam uangmu sebanyalarsekipiah”
dan pihak kedua menjawab kepadamu “aku pinjamkgradamu
uang sekian rupiah”. Oleh karena itu kata ijab falapat dipahami
atau mengantarkan kedua belah pihak untuk mencapai yang
mereka kehendaki. ljab gabul itu diadakan dengalksoth untuk
menunjukkan adanya sukarela timbal balik terhadefigtaan yang
dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkiitan.

Sighat akad dapat dilakukan dengan desan, tulisan atau
isyarat yang memberi pengertian dengan jelas adigatyaabul juga
dapat berupa perbuatan yang telah menjadi kebiadakam ijab

gabul?®

*® Ibid, him. 39

4 Rachmat Syafe’ipp.cit, him. 45

5 Ahmad Azhar BasyirAsas-Asas Hukum Muamalaip.cit, him. 68
*® Ibid, him. 64

“"Ibid

*® Ibid, him. 68
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Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah penge
yang dapat mengakibatkan perselisihan di antareakaenaka dari itu
dalam sighat akad juga diperlukan tiga persyanatdok yaitu;

a) Harus terang pengertiannya

b) Antara ijab dan gabul harus bersesuaian

c) Harus menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-
yang bersangkutaff.

Di samping itu dalam utang piutang dapat diadakemas yang
tidak bertentangan dengan hukum Islam selama tideknberatkan
pihak-pihak yang bersangkutan. Misalnya, seseoyang berutang uang
dengan syarat dibayarkan kembali berupa cincinrgahatang tersebut.
Maka syarat-syarat tersebut harus dipenuhi olehingrasasing pihak,
karena persyaratan tersebut tidak bertentangaradengum Islam?®

Sebagaimana dalam ketentuan umum hadist Nabi SA®i D
Amr bin Auf Al Musani dari bapaknya dari kakeknymhwa nabi saw
bersabda:

(kdllly laglh 2915 il 0g)) oglog,d Jo Ogelidd

Artinya: “Umat Islam terikat oleh syarat-syarat yang mereka

adakani. (HR Abu Daud, Ahmad, Tirmidzi dan
Daruqutniy*

Disamping ketentuan-ketentuan tersebut di atasy agang-

piutang tetap bernilai sebagai ibadah maka dalammbeekan utang

9 Hasbi Ash ShiddieqyPengantar Figh MuamalghSemarang: Pustaka Rizki Putra,
1999, him. 29

0 Ahmad Azhar BasyirAsas-Asas Hukum Muamaldbc cit.

1 Aby Daud SulaimanSunnah Aby daud, darul lhya’, Sunnatun Nabawiyah 3, t.th,
him. 511
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dilarang adanya hal-hal bersifat memberatkan batjakp yang
membutuhkan pertolongan.
Adapun larangan-larangan dalam utang piutang yangstdijaga
adalah:
1)Perjanjian bunga tertentu sebagai imbangan jangkmeaktu.
2)Memberikan pinjaman dalam bentuk apapun kepadaoisasg yang
telah diketahui bahwa pinjaman tersebut akan digamauntuk
maksiat.
3)Larangan bagi orang yang tidak dalam keadaan damliranana ia
tidak mempunyai sesuatu yang bisa diharapkan selpsyayganti
untuk mengembalikan pinjaman tersebut.
4)Tidak boleh memberikan syarat untuk memberikan tdrab baik
berupa materiil ataupun bersifat ja8a.
D. Akad Musyarakah(Per serikatan)
1. Pengertian Musyarakah

Musyarakah atau sering diselsitarikahatausyirkah berasal dari
fiil madhi (45)»; — &ya — 855 - &5%) yang mempunyai arti:
sekutu atau teman peseroan, perkumpulan, perserikat

Menurut M. Ali Hasansyirkah adalah suatu perkumpulan atau

organisasi yang beranggotakan orang-orang ataunbad&um yang

2 Ahmad Azhar BasyitAsas-Asas Hukum Muamaladp.cit, him. 39
3 Ahmad Warson MunawwirAl Munawwir, Kamus Arab-IndonesjaYogyakarta:A
Munawwir,1984, him. 765.
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bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk merkagkia¢sejahteraan
anggota atas dasar sukarela secara kekeluataan.

2. Dasar Hukum Akad Musyarakah
sheg ST Gl V) at I il g (B G S O

(Y& p) o3
Artinya: Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang
berserikat itu sebagian mereka berbuat dholim kepad
sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bennazan
mengerjakan amal sholel(QS. Shaad: 243
T.M. Hasbi Ash Shidieqy menafsirkan bahwa kebangafieang
yang bekerjasama itu selalu ingin merugikan mitsahanya, kecuali
mereka yang beriman dan melakukan amalan yang hshkégena
merekalah yang tidak mau mendhalimi orang Yain.
3. Rukun dan Syarat Akad Musyarakah
Dan Jumhur ulama’ menyepakati bahwa akad merupak&h
satu hal yang harus dilakukan dalayirkah/musyarakah
a. Menurut para ulama’, rukumusyarakahmeliputi:
1) Sighat(ljab dan Qabul)
Adapun syarat sah dan tidaknya alsyirkah tergantung

pada sesuatu yang di transaksikan dan juga kad#ikeat hendaklah

M. Ali Hasan,op.cit, him. 161.

5 Departemen Agama RAl Quran dan TerjemahnysSolo: CV. Pustaka Mantig,
1997, him. 735-736.

% Hasbi Ash ShidiegyTafsir Al Qur'anul Majid An-Nuur Semarang: Pustaka Rizki
Putra, 2000, him. 3505.
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mengandung arti izin buat membelanjakan barayigkah dari
peseronya’
2) Al ‘Aqgidain (subjek perikatan)

Syarat menjadi anggota perserikatan yaitu: orang yang
berakal, baligh, dan merdeka atau tidak dalam paksa

Disyaratkan pula bahwa seorang mitra diharuskan
berkompeten dalam memberikan kekuasaan perwakilan,
dikarenakan dalam musyarakah mitra kerja juga berar
mewakilkan harta untuk diusahakh.

3) Mabhallul Agd(objek perikatan)

Objek perikatan bisa meliputi modal maupun kerjanya
Mengenai modal yang disertakan dalam suatu peedarikoerupa:
modal yang diberikan harus uang tunai, emas, pextk yang
nilainya sama. modal yang dapat terdiri dari asetlggangan. Modal
yang disertakan oleh masing-masing pesero dijadsaio, yaitu
menjadi harta perseroan, dan tidak dipersoalkandiagg mana asal-
usul modal itu??

4. Macam-Macam Akad Musyarakah
Ulama figih membagsyirkah/musyarakakdalam dua bentuk, yaitu

syirkah amlaldansyirkah uqud®

" Abdurrahman Al-JaziriKitab Al-Figh'ala Mazhab al-Arba’ahJuz Ill, Lebanon:
Dar Al- Kutub Al-limiyyah, 1990

8 Tim Pengembangan Perbankan Syari#onsep Produk dan Implementasi
Operasional Bank Syarialdakarta: Djambatan, 2001, him. 182.

%9 Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubfsgit, him. 74.

0 Buchari Alma,Dasar-Dasar Etika Bisnis IslamBandung, CV. Alfabeta, 2003, him.
251.
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a. Syirkah amlak
Yaitu persekutuan dua orang atau lebih dalam planilsuatu
barang. Syirkah al-amlak ini terbagi dalam dua mgcaaitu:
ljbariyah yaitu gjirkah yang terjadi tanpa adanya kehendak masing-
masing pihak, seperti persekutuan antara ahli warisadap harta
warisan tertentu sebelum dilakukan pembagian. Ddutiariyah yaitu
gyirkah yang terjadi atas perbuatan dan kehendak pihakepyaag
berserikat seperti dua orang yang bersepakat ungttderikat membeli
sebuah rumah secara patungan.
b. Syirkah uqud
Yaitu perserikatan antara dua pihak atau lebihndddal usaha,
modal dan keuntungdhMacam-macamsyirkah uqudsecara umum:

1) Syirkah al-amwaladalah Persekutuan antara dua pihak pemodal
atau lebih dalam usaha tertentu dengan mengumputkadal
bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian
berdasarkan kesepakaf&n.

2) Syirkah al-a’'maladalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi
untuk menerima pekerjaan secara bersama dan bémaagungan
dari pekerjaan it§®

3) Syirkah al-wujuhadalah persekutuan antara dua pihak pengusaha

untuk melakukan kerjasama dimana masing-masingk piaana

®1 Ghufron A. Mas’adipp.cit, him. 193

®2|bid, him. 194

8 Muhammad Syafi'i AntonioBank Syari'ah Suatu pengenalan Umulakarta: Tazkia
Institut dan BI, 1999, him 132
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sekali tidak menyertakan modal. Mereka menjalanksahanya
berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, keuntungamndiaasilkan
dibagi berdasarkan kesepakatan bersdma.

4) Syirkah al-'inan adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan
komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamnya ababelum
tentu sama baik dalam hal modal pekerjaan mauplamdaal
keuntungan dan resiko kerugian.

5) Syirkah al-mufawadhahdalah sebuah persekutuan dimana posisi
dan komposisi pihak-pihak yang terlibat didalamyklah sama
baik dalam hal modal keuntungan dan resiko kerugian

6) Syirkah al-mudharabaladalah adalah persekutuan antara pihak
pemilik modal dengan pihak yangahli dalam melakuksaha,
dimana pihak pemodal menyediakan seluruh modahke&gngan
demikian mudhorobah dapat dikatakan sebagai pkasen antara
pemodal pada satu pihak dan pekerja pada pihakHauntungan
dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kerugiamgglng
oleh pihakshahibul maf®

5. MasaBerakhirnya Akad Musyarakah
Syirkah/Musyarakalkan berakhir apabila:
a. Salah satu pihak membatalkan, meskipun membatajkameskipun
tanpa persetujuan pihak yang lainya, sefglkahadalah akad yang

terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua Ipéhatk yang tidak ada

® Ghufron A. Mas’adipp.cit, him. 194
®® Ibid, him. 194-195
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kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satwakpitidak
menginginkanya lagi, hal ini menunjukkan pencabuteadaan
Syirkah oleh salah satu pihak.

. Salah satu pihak kehilangan kecakapan, untuk lbemag (keahlian
mengelola harta) baik karena hilang akal maupuig yainya.

. Salah satu pihak meninggal dunia tetapi apabilg@atagyirkahlebih
dari dua orang, yang batal yang meninggal dune sgirkahberjalan
terus pada anggota yang masih hidup. Apabila anlisnanggota yang
meninggal menghendaki turut serta dalagyirkah tersebut, maka
diadakan perjanjian baru bagi ahli waris yang begkatan.

. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan baiknk boros
yang terjadi pada waktu perjanjian tengah berjatfsmupun karena
sebab-sebab yang lain.

. Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibak tibakuasa lagi atas
harta yang menjadi sahanyirkah, pendapat ini dikemukakan oleh
madzhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi berpendapahwa keadaan
bangkrut ini tidak membatalkan perjanjian yang hetilakukan oleh
yang bersangkutan.

Modal para anggotayirkahlengkap sebelum dibelanjakan atas nama
syirkah, bila modal tersebut hilang sebelum percampuraralangga
tidak dapat dipisah-pisahkan lagi yang menangguwsike adalah
pemilikya sendiri. Apabila harta hilang setelahja@ir percampuran

yang tidak bisa dipisah-pisahkan lagi maka menjadiko bersama.
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Apabila masih ada sisa harta Syirkah maka masilatdagrlangsung

dengan kekayaan yang masih &da.

% H. Hendi Suhendipp. cit.,him. 133-134



